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I Program Informasi dan Komunikasi Publik
Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup  

Informatif dan Komunikatif
58% 1.723.568.224   - 65.685.824     - 52.058.900       50,00 195.460.500      89,29 1.126.169.800    89,29 1.439.375.024   153,94 83,51 83,51                                                                                                                                  

1
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah Yang Cukup  

Informatif dan Komunikatif
25 OPD 1.723.568.224   - 65.685.824     - 52.058.900       14 OPD 195.460.500      25 OPD 1.126.169.800    25 OPD 1.439.375.024   100,00 83,51       

1.1 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Jenis Media Penyebarluasan Informasi 

Publik
5 Jenis 1.664.490.500   4 Jenis 31.030.900     5 Jenis 44.756.100       5 Jenis 188.960.500      5 Jenis 1.115.569.800    5 Jenis 1.380.317.300   100,00 82,93       

1.2 Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Website Terkelola Dengan Baik (Link, 

Lengkap, Update, Valid)
38 Web 42.642.900        28 Web 31.475.000     38 Web 3.667.900         38 Web 3.500.000          38 Web 4.000.000           38 Web 42.642.900        100,00 100,00     

1.3 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Jumlah OPD yang Aktif Memanfaatkan Aplikasi 

LAPOR
40 OPD 16.434.824        40 OPD 3.179.924       40 OPD 3.634.900         40 OPD 3.000.000          44 OPD 6.600.000           44 OPD 16.414.824        110,00 99,88       

II Program Aplikasi Informatika
Persentase Fungsi-fungsi Utama 

Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik
50% 1.061.142.400   50% 18.191.700     50,83 32.462.500       50,83 593.761.347      50,83 389.973.687       54,17 1.034.389.234   108,33 97,48       

2
Pengelolaan e-Government di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan 

Berbasis Elektronik
60 Fungsi 1.061.142.400   60 Fungsi 18.191.700     61 Fungsi 32.462.500       61 Fungsi 593.761.347      65 Fungsi 389.973.687       65 Fungsi 1.034.389.234   108,33 97,48       

Jumlah PD yang Memperoleh Layanan Akses 

Internet FO 20 MBPS Ke Atas
39 OPD 40 OPD 40 OPD 40 OPD 40 OPD 102,56

Jumlah Menara Yang Diawasi 125 Menara 50 Menara 63 Menara 81 Menara 127 Menara 127 Menara 101,60

2.2
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jumlah Fungsi Utama PD Yang Didukung 

Teknologi Sistem Informasi
60 Fungsi 23.490.700        59 Fungsi 13.031.200     61 Fungsi 3.459.500         61 Fungsi 3.000.000          65 Fungsi 4.000.000           65 Fungsi 23.490.700        108,33 100,00     

2.3
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan 

Informasi

Jumlah OPD Yang Melakukan Pengamanan 

Data dan Informasi Elektronik
25 OPD 5.208.500          6 OPD 1.878.500       20 OPD 350.000            25 OPD 1.580.000          25 OPD 1.400.000           25 OPD 5.208.500          100,00 100,00     

III Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Data Sektoral Yang Valid 68% 100.100.800      15.3% 8.713.200       36.6% 15.135.000       59.4% 22.185.000        74,56 54.067.600         74,56 100.100.800      109,64 100,00     

3
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup 

daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral 748 Jenis 100.100.800      45 Jenis 8.713.200       210 Jenis 15.135.000       677 Jenis 22.185.000        800 Jenis 54.067.600         800 Jenis 100.100.800      106,95 100,00     

Jumlah Jenis Data Sektoral Yang Terupdate 748 45  Jenis 210 Jenis 677 Jenis 800 Jenis 800 Jenis 106,95

Jumlah Jenis Data Sektoral Yang Valid 5 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 100,00

3.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Jenis Data Sektoral 1 Ap;ikasi 50.997.700        1 Aplikasi 5.313.200       1 Apikasi 7.785.000         7.860.000          30.039.500         1 Apikasi 50.997.700        100,00 100,00     

IV
Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah 

Kabupaten/Kota

Predikat SAKIP Perangkat Daerah;Opini 

Pengelolaan Keuangan Perangkat 

Daerah;Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

A;WTP;

SangatBaik
3.230.527.778   643.823.880   857.742.202     

A;WTP;

SangatBaik

A;WTP;

SangatBaik
2.652.805.405   100,22 82,12       

4
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Pelaporan Perangkat Daerah 

Sesuai Standar dan Tepat Waktu
100% 27.966.500        9.383.900       3.925.900         10.656.700        4.000.000           100,00 27.966.500        100,00 100,00     

Capaian Kinerja dan 

Anggaran Perangkat 

daerah Tahun 2021 

(%)

8 = 8/4x100

97,41       

100,00     

Ket

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMINFO-SP KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERIODE PELAKSANAAN  TRIWULAN IV TAHUN 2021

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator  Kinerja Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran  

Renja Perangkat Daerah 

Tahun berjalan (Tahun 2021) 

yang dievaluasi I II III IV

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2021
Jumlah Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renja Perangkat 

Daerah Yang Dievaluasi

8 = (5+6+7)

2.1

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 

Daerah

4 5 6 7
1 2 3

1.032.443.200   3.282.000       28.653.000       589.181.347      384.573.687       1.005.690.034   

14.325.000        24.028.100         49.103.100        3.1

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 

Sektoral

49.103.100        3.400.000       7.350.000         



4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Renja/Renstra Perubahan 

Tahunan Yang Tersusun Sesuai Standar dan 

Tepat Waktu

2 Dok 3.027.400          2 Dok 3.027.400       2 Dok 2 Dok -                         2 Dok 3.027.400          100,00 100,00     

4.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Jumlah Dokumen RKA PD Yang Tersusun 

Sesuai Standar dan Tepat Waktu
4  Dokumen 19.656.700        

1 

Dokumen
2.000.000       3 Dok 3.000.000         4 Dok 10.656.700        4 Dok 4.000.000           4 Dok 19.656.700        100,00 100,00     

4.3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Yang 

Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu
1 Laporan 2.643.500          1 Laporan 2.643.500       1 Laporan 1 Laporan -                         1 Laporan 2.643.500          100,00 100,00     

Jumlah Jenis Layanan Yang Terkelola 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00

Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi 

dan Pelaporan Kinerja Yang Tersusun Sesuai 

Standar dan Tepat Waktu

4 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00

5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Penyampaian Laporan 

Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu
100% 2.971.338.754   569.563.304   804.242.606     548.272.351      475.734.129       100,00 2.397.812.390   100,00 80,70       

5.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN Yang Dibayarkan Gaji dan 

Tunjangannya
28 Orang 2.950.684.254   28 Orang 558.908.804   28 Orang 801.242.606     28 Orang 545.272.351      28 Orang 471.734.129       28 Orang 2.377.157.890   100,00 80,56       

5.2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun 

Sesuai Standar dan Tepat Waktu
1 Laporan 5.654.500          1 Laporan 5.654.500       1 Laporan 1 Laporan -                         1 Laporan 5.654.500          100,00 100,00     

5.3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan BerkalaYang 

Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu
18 Dokumen 15.000.000        

17 

Dokumen
5.000.000       

17 

Dokumen
3.000.000         

17 

Dokumen
3.000.000          18 Dokumen 4.000.000           18 Dokumen 15.000.000        100,00 100,00     

6
Administrasi Barang Milik Daerah Pada 

Perangkat Daerah
Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 629.000             629.000          - - -                         100,00 629.000             100,00 100,00     

6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang 

Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu
1 Paket 629.000             1 Paket 629.000          1 Paket -                         1 Paket 1 Paket 629.000             100,00 100,00     

7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS Berkinerja Baik 100% 1.200.000          1.200.000         -                         100,00 1.200.000          100,00 100,00     

7.1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2 Pasang 1.200.000          2 Pasang 1.200.000         2 Pasang 2 Pasang 1.200.000          100,00 100,00     

8 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 60.893.100        13.761.000     14.717.900       16.713.955        15.698.200         110,00               60.891.055        104,73 100,00     

8.1
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Listrik Bangunan Kantor Yang 

Tersedia
3 Jenis 1.001.000          3 Jenis 463.000          4 Jenis 538.000            - - 3 Jenis 3 Jenis 1.001.000          100,00 100,00     

8.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Jenis Alat-alat Rumah Tangga Yang 

Tersedia
1 Jenis 720.000             1 Jenis 720.000          1 Jenis - - - 1 Jenis 1 Jenis 720.000             100,00 100,00     

8.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makan Minum Yang Tersedia 2 Jenis 16.100.000        2 Jenis 7.450.000       2 Jenis 3.450.000         2 Jenis 4.375.000          2 Jenis 825.000              2 Jenis 16.100.000        100,00 100,00     

.8.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Bahan Cetak dan Penggandaan 2 Jenis 9.464.600          2 Jenis 3.413.000       2 Jenis 2.585.100         2 Jenis 1.593.300          2 Jenis 1.873.200           2 Jenis 9.464.600          100,00 100,00     

;8.5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan
3 Jenis 3.000.000          3 Jenis 750.000          3 Jenis 500.000            3 Jenis 750.000             3 Jenis 1.000.000           3 Jenis 3.000.000          100,00 100,00     

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi 

Kedalam Daerah
12 SPPD 1 SPPD 4 SPPD 5 SPPD 15 SPPD 15 SPPD 125,00

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi 

Keluar Daerah
37 SPPD 1 SPPD 5 SPPD 5 SPPD 40 SPPD 40 SPPD 108,11

9
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 1.500.000          - - - - - - 1 Jenis 1.500.000          100,00 100,00     

9.1 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Meubeleur 1  Jenis 1.500.000          - - - - - - 1 Jenis 1.500.000          100,00 100,00     

10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah
Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 137.897.724      44.986.676     28.294.296       27.907.948        32.514.840         133.703.760      97,06 96,96       

100,00     

99,99       12.000.000         30.605.455        30.607.500        965.000          7.644.800         9.995.655          

2.638.900          1.713.000       925.900            2.638.900          4.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

8.6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD



10.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Yang Terkelola 1000 Surat 47.400.000        140 Surat 7.900.000       293 Surat 11.850.000       469 Surat 11.850.000        853  Surat 15.800.000         853 Surat 47.400.000        85,30 100,00     

10.2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air 

dan Listrik

Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya 

Air Listrik
1 Jenis 35.637.840        1 Jenis 9.410.076       1 Jenis 7.606.916         1 Jenis 7.152.844          1 Jenis 7.274.040           1 Jenis 31.443.876        100,00 88,23       

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 20 Jenis 5 Jenis 18 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 100,00 100,00     

Jumlah Jenis Peralatan Kantor 2  Unit 2  Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00

10.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor 2 Jenis 26.755.000        2 Jenis 4.975.000       2 Jenis 6.300.000         6.560.000          2 Jenis 8.920.000           2 Jenis 26.755.000        100,00 100,00     

11
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang 

Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 29.102.700        5.500.000       5.361.500         700.000             17.541.200         29.102.700        100,00 100,00     

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 5  Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00 100,00     

Jumlah Unit Kendaraan Yang Dilengkapi Surat 

Izin
5  Unit - - - 5 Unit 100,00

11.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan Kantor 2 Jenis 17.400.000        2 Jenis 4.700.000       2 Jenis 850.000            - - 2 Jenis 11.850.000         2 Jenis 17.400.000        100,00 100,00     

11.3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara 979.000             1 Unit 1 Unit 979.000            - - 1 Unit 979.000             100,00 100,00     

6.115.339.202   12.80% 736.414.604   14.52% 957.398.602     26.49% 1.415.657.801   101,29 5.226.670.463   85,47

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun Dievaluasi

Tanggal 01 Oktober 2021 Tanggal :

Kepala Dinas Kepala Balitbangren Kab. Polewali Mandar

I Nengah Tri Sumadana, AP.,M.Si ………………………………

Pangkat :

NIP.

22.701.600     2.537.380         2.345.104          520.800              28.104.884        10.3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor
28.104.884        

NIP       :  19760522 199412 1001

Predikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a. Perkembangan Teknologi Informasi Yang Memudahkan Pelaksanaan Fungsi Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

b. Komitmen Pemerintah Pusat Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas SPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

c. Adanya Dukungan Dari Perangkat Daerah Dalam Upaya Penataan Informasi Publik

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

a. Terbatasnya Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Terbatasnya kemampuan Untuk Pengembangan SDM Pengelola TIK

c. Masih Terbatasnya Infrastruktur TIK

d. Belum seluruh OPD tertib dalam pengelolaan data Perangkat Daerah

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a. Peningkatan Pendampingan Pengelolaan Website dan Lapor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b. Pendampingan Analisis Kebutuhan Aplikasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

c. Pendampingan Tata Kelola Data Perangkat Daerah

Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD Berikutnya  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a. Peningkatan Alokasi Anggaran Untuk Pengembangan SDM TIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

b. Peningkatan Infrastruktur TIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

c. Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d. Pengembangan SIM Polman Satu Data

Pangkat :  Pembina Utama Muda

5.691.200           10.723.700        

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

11.1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional Atau Lapangan

10.723.700        800.000          3.532.500         700.000             

JUMLAH


